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ABSTRAK 

 Semakin berkembangnya suatu UMKM yang berpotensi untuk 

menciptakan persaingan pasar yang tinggi dalam perkembangan ekonomi. Di 

pasar Bengkel memiliki UMKM lokal berupa tempat wisata dan usaha kuliner 

yang khas yaitu dodol. Kemudian, terdapat 5 (lima) pendekatan pada penelitian 

ini, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas 

(bottom-up). Salah perencanaan Top Down yang dilakukan dengan pembangunan 

jalan tol meski pembangunan ini memiliki dampak postif bagi masyarakat tetapi 

terdapat dampak negatifnya yang sangat merugikan bagi UMKM di Desa Bengkel 

yaitu omzet penjualannya mengalami penurunan akibat berkurangnya pembeli 

yang berdatangan ke desa tersebut. Penelitian ini memiliki tunjuan untuk 

mengetahui efektivitas perencanaan top down yang telah dilakukan dalam 

pengembangan UMKM pusat oleh-oleh Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar 

Bengkel. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bagi perencanaan Top Down yang 

telah dilakukan dalam pengembangan UMKM pusat oleh-oleh Kabupaten 

Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel dapat dikatakan sudah efektif tetapi hanya 

kurang efektif pada pendekatan sasaran saja. 

Kata Kunci: UMKM, Top Down, Pasar Bengkel 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berkembangnya UMKM akan menunjang perekonomian suatu daerah 

sehingga mampu produktif dan menggerakkan roda perekonomian. Munculnya 

UMKM mampu menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang besar ini 

akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu UMKM berpotensi 

dalam pengembangan produktivitas maupun daya saing serta berfungsi untuk 

menciptakan teknologi, produk dan jasa yang baru, pendukung pertumbuhan 

ekonomi menciptakan perubahan dan kompetensi pada pasar. Pertumbuhan 

ekonomi dinilai dengan melihat pertumbuhan pendapatan dari Usaha Menengah 

Kecil dan Mikro yang ada di sekitar Desa Bengkel. 

Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu daerah yang memiliki 

begitu banyak tempat wisata salah satunya wisata kuliner yaitu Desa Bengkel 

berbasis UMKM kuliner dodol yang letaknya di jalan lintas Sumatera, persisnya 

di Desa Bengkel atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Bengkel. Pasar 

Bengkel merupakan pusat oleh-oleh Serdang Bedagai juga terkenal dengan 

sebutan Pasar Dodol, karena setiap kios di Pasar Bengkel tersebut menjual dodol 

yang khas dari Serdang Bedagai. Selain menjual dodol, di sini juga menjual 

berbagai cemilan lainnya seperti aneka keripik, kerupuk, beberapa minuman khas, 

dan berbagai jajanan lainnya. Selain makanan dan minuman, di Pasar Bengkel 

tersebut menjual kerajinan tangan seperti sapu, nampan yang terbuat dari bambu, 

celengan yang terbuat dari tanah liat dan didesain sangat cantik menyerupai 

karakter kartun maupun hewan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan 

pentingnya efektivitas perencanaan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan 

wilayah tersebut. 
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Perencanaan dalam suatu wilayah dikenal beberapa konsep pendekatan. 

Dalam UU No 25 Tahun 2004 ini setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan dalam 

rangka perencanaan pembangunan nasional yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) 

partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Dimana 

dalam undang undang ini menyatakan bahwa dalam suatu proses perencanaan ada 

yang namanya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan 

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan 

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat 

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Sistem perencanaan 

yang diatur dalam UU No.25 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan 

kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan 

cara-cara aspiratif dan partisipatif. Manurut Susatyo Herlambang (2013) 

menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan 

masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan 

kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang 

paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai yang telah 

ditetapkan tersebut. 

Menurut Sururi (2016), perencanaan top down merupakan perencanaan 

dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa 

harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam pendekatan top down, 

implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor 

tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top 

down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan keputusan politik (kebijakan) 

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh 

administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti 

pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator 

dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para 

pembuat kebijakan di tingkat pusat (Wibawa, 2017).  Keterlibatan masyarakat 

dalam pendekatan top-down relatif minim. Menurut Suzetta (1997), Top-Down 

Planning merupakan suatu proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga, 
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departemen atau daerah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan 

wewenang dan fungsinya. Dalam Top-Down Planning fungsi utama dalam 

kendali mutu dan perencanaan dipegang oleh pemberi tugas atau pemilik yang 

kemudian diturunkan kepada pelaksana. Pendekatan ini mendesak bagian bawah 

bekerja sesuai pemegang wewenang maupun pemberi tugas di dalam perencanaan 

tanpa memperdulikan situasi nyata pada bagian bawah (pelaksana). Dengan kata 

lain pendekatan ini lebih berfokus pada satu sumber utama dengan meminimalisir 

faktor lain yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Pendekatan ini 

didasarkan oleh dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakannya sendiri. Bentuk perencanaan Top Down dapat diawali dengan 

tingkatan kewenangan paling Tinggi, yaitu dilakukan melalui Pemerintah daerah 

sampai kepada masyarakat sehingga muncul regulasi. Salah satunya adalah 

ketidaksesuaian perencanaan dengan implementasinya. Menurut Wahyudi (2006), 

proses perencanaan yang aliran dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam 

hierarki pemerintahan adalah proses perencanaan bottom up dan top down. 

Salah satu perencanaan Top Down yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

pembangunan jalan tol yang menghubungkan Medan, Tebing Tinggi, dan Bandar 

Udara Internasional Kualanamu sepanjang 61,80 km dengan ujung utara adalah 

Tanjung Morawa dan ujung selatan adalah Tebing Tinggi ini merupakan bagian 

dari jalan tol Trans Sumatera dan terbagi 2 seksi, yaitu Seksi I (Medan-

Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 km dan Seksi II (Perbarakan Tebing 

Tinggi) sepanjang 44 km. Pembangunan sarana umum seperti infrastruktur jalan 

tol salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah serta dengan tujuan 

mengurangi kemacetan. Pembangunan infrastruktur adalah suatu upaya 

pemerintah menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat.  Pembangunan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Pembangunan ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya 

dengan sebaik mungkin. Pembangunan infrastruktur jalan tol tidak selalu 

memiliki nilai positif bagi masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian 
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orang pasti memiliki nilai negatifnya atau berdampak negatif. Termasuk 

kehadiran jalan tol, berdampak negatif bagi UMKM di Desa Bengkel (Suardi, 

2022). Hadirnya jalan bebas hambatan atau jalan tol yang terbentang dari Kota 

Medan menuju Kota Tebing Tinggi yang membelah Wilayah Kabupaten Serdang 

Bedagai khususnya Desa Bengkel ternyata membawa sebuah permasalahan baru 

bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang ada disana. Pembangunan 

ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin. 

Pembangunan infrastruktur jalan tol tidak selalu memiliki nilai positif bagi 

masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian orang pasti memiliki nilai 

negatifnya atau berdampak negatif. Termasuk kehadiran jalan tol, berdampak 

negatif bagi UMKM di Desa Bengkel. 

Padahal Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) sudah terbukti 

sebagai penyangga ekonomi nasional disaat krisis ekonomi melanda Indonesia.  

Sejak ruas jalan tol Medan – Tebing Tinggi dibuka Oktober 2017, usaha yang 

digeluti oleh masyarakat Desa Bengkel mengalami kelesuan akibat jumlah 

pelanggan yang kian menurun. Penyebab yang mengemuka di masyarakat adalah 

karena menurunnya daya beli ditambah lagi akibat dari pandemic covid 19 yang 

sedang mewabah saat ini.  Namun yang paling banyak dirasakan disebabkan oleh 

kendaraan yang biasanya melintasi di Pasar Bengkel (Jalan Lintas Sumatera), 

banyak yang mengalihkan jalurnya menggunakan ruas jalan tol, dan tak lagi 

melewati pusat jajanan dan oleh-oleh khas Kabupaten Serdang Bedagai ini.  

Penurunan omset pun terjadi sejak dioperasikannya Jalan Tol Medan-Tebing 

Tinggi. Kendaraan roda empat atau lebih, yang menjadi harapan dan biasa singgah 

di kios-kios sepanjang jalan Desa Bengkel, kini sudah berkurang drastis. Begitu 

juga saat lebaran atau hari libur nasional lainnya, peningkatan penjualan juga 

tidak meningkat seperti sebelumnya (Suardi 2022). Bagi masyarakat yang 

lahannya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, mereka akan 

mendapatkan ganti untung dan sering kali beralih profesi dari petani ke pedagang, 

dari petani ke buruh dan dapat pula tetap sebagai petani tetapi ditempat yang lain. 

Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar 
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yang tidak terkena ganti rugi, sehingga terjadinya perubahan perekonomian 

masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa 

Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. 

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan 

UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Menurut Peraturan 

Pemerintah mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Regulasinya yaitu 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 serta 

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan 

menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. 

Undang-Undang ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan 

pengusaha UMKM, dengan ini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan 

informasi-informasi data yang berisi peran pelaku UMKM dan produktif. 

Menurut pemaparan tersebut, pemerintah memiliki peran penting terhadap 

pengembangan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai di Desa Pasar Bengkel. 

Terkait pula efektivitas perencanaan top down yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai terhadap UMKM yang 

pengembangannya masih belum maksimal dan masih mengalami banyak 

permasalahan terutama dari para pelaku usaha itu sendiri. Kurangnya pembinaan 

dan pengawasan dari pemerintah terkait juga yang semakin menghambat proses 

perkembangan perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari uraian latar 

belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

“Efektivitas Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
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“Apakah perencanaan top down berjalan efektif dalam upaya 

mengembangkan UMKM Pusat Oleh-oleh di Kabupaten Serdang Bedagai Desa 

Pasar Bengkel?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah perencanaan top down 

berjalan efektif dalam mengembangkan UMKM pusat Oleh-oleh Kabupaten 

Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakakan, maka manfaat 

dalam penelitian adalah 

a. Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku UMKM pusat 

Oleh-oleh Kabupaten Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel mengenai 

perencanaan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah. 

b. Dapat memberikan referensi pemikiran yang posisif dan membangun 

mengenai perencanaan pengembangan UMKM bagi Kepala Dinas 

Koperasi dan UMKM Serdang Bedagai. 

c. Dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelari oleh peneliti di 

lapangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada 

pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis 

membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSAKA 

 Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah efektivitas 

perencanaan top down dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah 

pusat oleh-oleh khas Serdang Bedagai desa pasar bengkel 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, 

sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, 

dan metode ujinya 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian 

Efektivitas perencanaan top down dalam pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah pusat oleh-oleh khas Serdang Bedagai desa pasar bengkel 

BAB 5 PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran 
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BAB II  

URAIAN TEORITIS 

2.1. Efektivitas 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

 Menurut Tika (2014), kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu 

effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. 

Adapun menurut pendapat Priansa (2013), konsep efektivitas merupakan 

konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar 

organisasi. Menurut Pekei (2016) Efektivitas adalah hubungan antara 

output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat 

output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. 

 Berdasarkan pemaparan Indrawijaya (2010), efektivitas dapat 

didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan 

jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan 

mencerminkan kontribusi strategis, tingkat kehidupan organisasi, dan 

minat mengevaluasi. Tangkilisan (2005) mendefinisikan efektivitas adalah 

tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi 

(operasi kegiatan, program, atau misi) sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat 

dan sumber-sumber yang ada. 

 Menurut Siagian (2001) mengatakan bahwa efektivitas yaitu 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

dan jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan 

dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil 

kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. 
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 Menurut Otenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber 

daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa 

kegiatan yang dijalankannya. Sedangkan menurut Muhidin (2009), 

efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian 

tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang 

diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat 

kepuasan pengguna/client. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai 

efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian 

tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

yang dimiliki secara efisien ditinjau dari sisi masukan (input), proses, 

maupun keluaran (output). 

2.1.2 Pendekatan Efektivitas  

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kegiatan efektif, Menurut Strawaji (2009) ada beberapa pendekatan yang 

digunakan terhadap efektivitas, yaitu: a). pendekatan sasaran yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi 

merealisasikan sasaran yang ingin dicapai; b). pendekatan sumber yaitu 

untuk mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga dalam 

memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya; c). pendekatan 

proses yaitu sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Adapun menurut 

Dimianus (2014), Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap 

efektivitas yaitu (a) pendekatan sasaran (Goal Approach), pendekatan ini 

mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan 

sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran 

efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur 

tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. 8 

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan 

pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil 

maksimal berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan 
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memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan 

perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan 

program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan 

demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau 

lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas 

juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, 

dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan 

tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih 

efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan 

mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan 

barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan 

tersebut dapat di katakan efektif; (b) Pendekatan Sumber (System Resource 

Approach), pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan 

suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang 

dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam 

sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi 

efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem 

suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai 

hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan 

diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat 

langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha 

organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan 

program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi 

sumber dalam mencapai tujuan; (c) pendekatan Proses (Internal Process 

Approach), pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi 

kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses 

internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada 

berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan 

lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang 

dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang 

menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
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Berdasarkan pemaparan dan pendapat di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan kegiatan mengukur sejauh 

mana kegiatan efektif melalui pendekatan sasaran, pendekatan sumber 

daya, dan pendekatan proses. Efektivitas menjadi unsur pokok untuk 

mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap 

organisasi. Efektivitas dapat dikatakan efektif, apabila tercapainya tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.1.3 Efektivitas Kerja 

Menurut Steers (1985) efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana 

seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan 

dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan tepat 

atau tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut 

dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk 

kepentingan organisasi atau perusahaan. 

Sedangkan Robbins (2003) menyatakan efektivitas berkaitan 

dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling 

sesuai dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ukuran 

penilaian yang digunakan adalah tepat tidaknya organisasi atau perusahaan 

dalam menjalankan segala sesuatu misalnya pelaksanaan program atau 

aktivitas. Efektivitas kerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan – tujuan yang 

telahditetapkan dari awal. Sedangkan Siagian (1994) memberikan 

pengertian bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat 

pada waktunya. Artinya penggunaan waktu yang tepat dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Menurut Hasibuan (2003) efektivitas kerja adalah suatu keadaan 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam 
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mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

kerja merupakan suatu ukuran dalam penyelesaian pencapaian kerja yang 

sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan atau 

organisasi, serta kemampuan untuk melaksanakan aktifitas – aktifitas yang 

telah di tetapkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan serta meraih 

keberhasilan yang maksimal. 

 

2.1.4 Efektivitas Perencanaan 

 Menurut Nurdin (2019) menyatakan bahwa efektivitas perencanaan 

adalah perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan sasaran sesuai 

dengan target yang telah ditentukan dan dapat diukur dengan standart yang 

berlaku. Sedangkan usaha untuk merencanakan kegiatan tidak terlepas dari 

beberapa faktor, dalam memperoleh perencanaan yang berguna dan hasil 

yang dicapai melakukan langkah-langkah yang teratur dan sitematis harus 

ditempuh dengan mengumpulkan sumber - sumber informasi dari bawahan 

sehingga pada akhirnya mencapai tujuan organisasi Nurdin (2019). 

Menurut Mulyasa (2006), efektivitas artinya kemampuan untuk memilih 

sasaran yang tepat. Sedangkan perencanaan merupakan proses dasar yang 

digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. 

Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia 

(human resource), sumber daya alam (Natural Resources), dan sumber 

daya lainnya (other resources) utnuk mencapai tujuan. Efektivitas 

perencanaan merupakan suatu aktivitas integrative yang berusaha 

memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai 

suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

 Menurut Suwasono (2022), efektivitas perencanaan merupakan 

kepastian adanya keterampilan dan motivasi pekerja terhadap informasi, 

alat bantu, material, dan dukungan waktu maupun tempat yang benar 

untuk melaksanakan tugas. Adapun pendapat menurut Sumolang (2021), 
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efektivitas perencanaan merupakan pendekatan untuk mengukur 

kesesuaian rencana yang telah disusun (planning) terhadap tujuan 

organisasi tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan Brody dan Highfield 

(2005) dengan mengukur efektivitas perencanaan melalui pegujian antara 

isi dan hasil rencana. Indikator dari penelitian, diantaranya melalui; (a) 

peran akan tanggung jawab dalam implementasi, (b) mekanisme  akan 

pendanaan, (c) pemantauan lingkungan atau ekologis dan (d) penerapan 

sanksi yang ketat. Oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa efektivitas 

perencanaan adalah suatu aktivitas untuk mengukur dan memastikan 

penggunaan sumber daya yang dimiliki seperti keterampilan, motivasi 

pekerja, dan waktu terhadap target dan tujuan organisasi tersebut. 

2.2 Perencanaan 

2.2.1 Pengertian Perencanaan 

Di dalam teori perencanaan ada tiga hal utama yang perlu dipahami, 

(a) definisi perencanaan; (b) substantive perencanaan, yaitu apa yang akan 

direncanakan dan untuk siapa merencanakannya dan (c) normative 

perencanaan, yaitu bagaimana dan apa alasan perencanaan yang akan 

disusun. Menurut pendapat Berry (1973) mengidentifikasikan empat model 

dalam perencanaan perkotaan yang prinsip-prinsipnya dapat pula diterapkan 

dalam perencanaan secara umum, yaitu : (a) ameliorative problem-solving, 

yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada, dan 

cenderung hanya berorientasi pada jangka pendek; (b)allocative trend-

modifying yaitu perencanaan yang lebuh berorientasi ke masa depan dan 

disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi 

permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan dating; 

(c)exploitive opportunity-seeking yaitu perencanaan yang sama sekali tidak 

mengindentifikasikan permasalahan di masa mendatang melainkan langsung 

melihat peluang-peluang baru muncul. Dalam model ini baik masyarakat 

maupun swasta menjadi pelaku utama dalam sektor-sektor ekonomi, selain 

pendekatan ini cenderung bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan 
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dengan sedikit sekali memperhatikan masa depan; (d) normative goal 

eriented planning yaitu perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan 

mengindentifikasi tujuan-tujuan jangka panjang dan negara. Model ini 

kemungkinan digunakan pada Negara-negara yang berbentuk sentralisasi. 

Berdasarkan konsep diatas perencanaan adalah kegiatan masyarakat 

atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang 

optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda. Dalam 

pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya dalah suatu cara 

“rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain menurut Prof.Dr. 

Ali Kabul Mahi (2017), perencanaan adalah proses menentukan apa yang 

ingin dicapai di masa yang akan dating serta menetapkan tahapan-tahapan 

yang dibuthkan utnuk mencapainya.  

Adapun pendapat menurut Hadiwiyono (2019) perencanaan menurut 

abe adalah sususnan (rumusan) sistematik mengenal lagkah-langkah yang 

akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang saksama atas potensi, gaktor-faktor eksternal, dan pihak-

pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 

Bintoro Tjokroamidjojo mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara 

bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum ouput) dengan 

sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Menurut Fainstein 

(2005) teori perencanaan atau planning theory lebih banyak membahas 

tentang dimensi procedural perencanaan dan teori urban theory in planning 

membahas dimensi substantive dari perencanaan. Menurut riyadi dan 

brakusuma (2003) perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan 

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah 

perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, 

pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan 

memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan 

harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang 

pada azas prioritas. Menurut hadari Nawawi (2001), perencanaan 
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merupakan suatu proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang 

berhubungan dengan menggunakan startegi dan metode untuk mencapai 

tujuan dan dapat diukur keberhasilan suatu kegaiatan. Keberhasilan atau 

rencana dalam pendiidkan tidak terlepas dari ada tidak orang yang ahli 

(sumber daya manusia) yang baik yang mampu mengambil keputusan 

tentang kuantitas dan kualitas SDM. Berdasarkan pendapat di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang 

menghasilkan suatu rencana pemikiran-pemikiran ke depan secara matang 

yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan 

tindakan-tindakan terhadap pencapaian, tujuan tersebut dilakukan satu 

himpunan pengambilan keputusan. 

2.3 Perencanaan Top Down 

2.3.1 Pengertian Perencanaan Top Down 

 Menurut Mizan (2020), perencanaan top-down, adalah perencanaan 

yang dilakukan perencana professional, atau oleh lembaga atau organisasi 

yang secara fungsional melakukan perencanaan. Adapun menurut Sururi 

(2016), perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah 

sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari 

masyarakat. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Top down adalah 

perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat).  

 Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang 

mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun 

dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan 

perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada 

dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam 

mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam 

pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan 

tersentralisir dan dimulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun 

diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari 

perspektif bahwa keputusan keputusan politik (kebijakan) yang telah 
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ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-

administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti 

pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana 

(administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah 

digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.  Fokus analisis 

implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapian tujuan 

formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi 

oleh karena street – level – bureaucrats tidak dilibatkan. dalam formulasi 

kebijakan. Salah satu scholar yang menganut aliran top down ini adalah 

Merilee S. Grindle pada tahun 1988. 

 Menurut Mizan (2020), perencanaan top down dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: (a) pengumpulan dan pengolahan data, Problem 

seeking, Perumusan visi dan misi, (b) analisis, Pengkajian lingkungan 

eksternal, (c) perumusan tujuan dan sasaran perencanaan, Pengkajian 

lingkungan internal, (d) pengembangan alternatif perencanaan, Perumusan 

isu-isu strategis, (e) Evaluasi dan seleksi alternatif rencana, Penyusunan 

strategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran), 

(f) penyusunan dokumen rencana, penyusunan rencana-rencana kerja 

(aksi/tindakan), dan (g) monitoring dan Evaluasi Tindakan/Kegiatan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa perencanaan 

top down merupakan perencanaan langsung dari atas (pemerintah) yang 

dilakukan oleh perencana professional atau lembaga fungsional ke bawah 

(masyarakat) sesuai prosedur dengan prosedur serta tujuan yang telah 

digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

2.3.2 Implementasi Perencanaan Pendekatan Top Down 

 Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling 

pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang 

hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile 

karya Rousseau: “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan 

Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Model 
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rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang 

melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan 

dalam sebuah sistem. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh 

Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of policy 

implementation. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau 

performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara 

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik 

yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. 

Berdasarkan penelitian Mulyono (2006), Ada enam variable yang menurut 

Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah: (a) 

ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur 

tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang 

realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk 

dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan 

kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil, (b) sumber 

daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 

telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas 

dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat 

sulit untuk diharapkan, (c) karakteristik agen pelaksanan. Pusat perhatian 

pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal 

yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat 

penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksanannya, (d) sikap/ kecenderungan (disposition), para pelaksana 

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 
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mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin 

terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi 

warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang 

mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan 

adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para 

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu 

menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin 

selesaikan, (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, 

koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara 

pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka 

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, 

begitu pula sebaliknya, (f) lingkungan ekonomi, sosial dan politi, 

lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi 

biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu 

upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 

kekondusifan kondisi lingkungan eskternal. Berdasarkan pemaparan 

tersebut kita dapat simpulkan bahwa implementasi perencanaan 

pendekatan top down merupakan pemodelan rasional dengan gagasan 

bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apaapa yang 

diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem 

2.3.3 Indikator Perencanaan Top Down 

 Dalam upaya pembangunan desa masih memiliki berbagai 

permasalahan dan problematika, seperti adanya desa terpencil atau terisolir 

dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi 

serta penyebaranjumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, 

termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat 

pendidikan yang relatif masih rendah. Dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan 

lembaga kemasyarakatan Desa. Menurut UU No. 66 Tahun 2007 tentang 
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perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa dalam membuat suatu 

konsep perencanaan pembangunan berdasarkan indikator sebagai berikut: 

(a) pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) partisipatif, 

merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses 

pembangunan. Partisipatif tersebut dapat dilihat dari sisi kehadiran 

masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadirirapat, ikut 

serta dalam kegiatan gotong royong dan memberikan bantuanberupa 

material, (c) berpihak pada masyarakat, maksutnya adalah suatu proses 

pembangunandalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-

luasnya bagimasyarakat Desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

ekonomimasyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa, (d) 

terbuka, yaitu proses produk perencanaan pembangunan yang 

bersifatterbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik 

itudilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Desa, 

pembangunanfisik Desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana 

yang dikeluarkanyang semuanya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatDesa, (e) akuntabel, yaitu setiap proses dan 

tahapan-tahapan kegiatan pembangunandapat dipertanggungjawabkan 

dengan benar, baik pada pemerintah Desamaupun pada masyarakat, (f) 

selektif, semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang 

optimal, (g) efisiensi dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan 

pembangunanyang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan 

prasaranakedepanya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan 

penyelesaianya, (h) keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan 

perencanaan harusberjalan secara berkelanjutan, (i) cermat, merupakan 

proses pelaksanaan perencanaan pembangunanpemerintah yang dilakukan 

dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitianpemerintah dalam membuat 

suatu perencanaan pembangunan, kelokasi perencanaan pembangunan, 

tidak pernah melakukanpenyimpangan dalam perencanaan pembangunan 

dan selalu memperbaikikalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi 
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penyimpangan, (j) proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu 

masalah/hal dilakukansecara berulang sehingga mendapat hasil yang 

terbaik, (k) penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah 

dilakukanpenggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan 

sumberinformasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, indikator perencanaan top down adalah 

pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, 

selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang, dan 

penggalian informasi. 

 

2.4 UMKM  

 Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

adalah sebagai berikut: “UMKM merupakan usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memnuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 

 Anoraga, dan Sudantoko (2002) mengartikan bahwa Usaha Mikro Kecil 

Menengah mengacu pada dua konsep yaitu aspek perusahaan dan aspek 

pengusaha. Aspek perusahaan akan melakukan aktifitas usaha yang produktif, 

mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, 

memasarkan dan mencetak keuntungan. Sedangkan aspek pengusaha yaitu orang 
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dibalik usaha/ perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus 

administrator dalam perusahaannya. Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut 

kita dapat simpulkan bahwa UMKM merupakan usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan untuk menghasilkan barang dan 

jasa, memasarkan dan mencetak keuntungan sesuai dengan kriteria. 

2.5 Pengembangan 

Menurut Thoha (2017), pengembangan adalah tindakan, proses, hasil atau 

pernyataan yang lebih baik. Ada dua unsur dalam definisi pembangunan. Artinya, 

(1) pengembangan itu sendiri kemungkinan berupa tugas, proses, atau pernyataan 

tujuan, dan (2) pengembangan dapat menunjukkan perbaikan dalam sesuatu. 

Menurut Sutarto (2018), pengembangan adalah strategi pendidikan yang 

kompleks yang diharapkan dapat mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur 

organisasi, dalam menanggapi perubahan dan memungkinkan organisasi untuk 

beradaptasi dengan baik terhadap teknologi, pasar, dan tantangan baru. Menurut 

uraian di atas, pengembangan UMKM berarti langkah langkah atau proses yang 

mengembangkan kondisi UMKM menjadi lebih baik dan memungkinkan pelaku 

usaha untuk lebih beradaptasi dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru.  

Pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UMKM 

memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga 

merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Satu hal yang perlu diingat 

dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata 

merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi 

tanggung jawab Pemerintah. Menueur (ADB, 1999), pihak UMKM sendiri 

sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama 

dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UMKM, peran dari sektor Perbankan 

dan provinsi, dll), dan nasional mendorong peningkatan pembangunan modal 

sosial dan tata pemerintahan yang sehat.  

Sektor swasta juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai 

pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan 
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perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran 

dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita 

kesampingkan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut 

memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni 

akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di 

seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, antara 

lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses 

pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan 

pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi. 

Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa 

pengembangan UMKM merupakan langkah langkah atau proses yang 

mengembangkan kondisi UMKM menjadi lebih baik dan memungkinkan pelaku 

usaha untuk lebih beradaptasi dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru., nilai, 

dan struktur organisasi. 

 

2.6 Efektivitas Perencanaan Top Down 

 Menurut Awieta (2016), efektivitas perencanaan top down merupakan 

salah satu bentuk evaluasi terhadap perencanaan pemerintah dengan menilai 

indikator tujuan perencanaan tersebut di lapangan. Dalam pelaksanaannya 

pendekatan top down planning sering dilakukan untuk menjalankan suatu 

kegiatan atau program. Jenis perencanaan ini dititikberatkan pada proses 

bagaimana perencanaan itu disusun secara organisasional dengan melihat 

mekanisme hubungan struktural dan fungsional di dalamnya. 

 Dapat diketahui bahwa pemerintah sudah merespon dengan baik kesulitan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sesuai dengan konsep 

pemberdayaan, pemerintah mencoba untuk memberikan daya atau memampukan 

rakyatnya. Dalam pelaksanaannya pendekatan top down planning sering 

dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program. Secara konseptual, 

pendekatan top down planning memiliki arti suatu perencanaan yang dibuat oleh 
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pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana 

saja. Menurut Awieta (2017), dalam jangka yang lebih panjang hal tersebut justru 

memicu timbulnya polemik, seperti: (1) sifat ketergantungan dan kecemburuan 

sosial (2) pendataan RTSM, (3) kurangnya sosialisasi, (4) dan pencairan dana 

yang sering tidak tepat waktu merupakan masalah yang belum terselesaikan 

hingga saat ini. Maka dalam implementasi perencanaan top down perlu melakukan 

persiapan yang matang agar efektivitas perencanaan top down dapat terwujud. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

efektivitas perencanaan top down merupakan penilaian efektivitas pencapaian 

hasil (outcome) terhadap suatu rencana yang dilakukan melalui pendekatan dari 

atas(pemerintah) ke bawah (masyarakat) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian berlangsung. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Menurut pendapat 

(Creswell, 2016) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. 

 

3.2 Kerangka konsep 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Efektivitas 

Perencanaan Top Down Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel. 
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Sumber: hasil olah data peneliti 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian 

ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok 

atau individu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan 

konsep- konsep sebagai berikut: 

1. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki secara 

efisien ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran 

(output). 

2. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dalam penyelesaian 

pencapaian kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan 

perusahaan atau organisasi, serta kemampuan untuk melaksanakan 

aktifitas – aktifitas yang telah di tetapkan suatu lembaga untuk mencapai 

tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal. 

Efektivitas Perencanaan: 

a. Pendekatan sasaran 

b. Pendekatan sumber daya 

c. Perencanaan top down yang 

sistematis. 

d. Implementasi perencanaan top 

down. 

 

a. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM 

b. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 

Tahun 2017 

Pengadaan dan Pelaksanaan 

Program Pelatihan Digital 

Pelaku UMKM 

Pengembangan UMKM Pusat 

Oleh-Oleh Khas Serdang 

Bedagai Desa Pasar Bengkel 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 
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3. Perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana 

merupakan pemikiran-pemikiran ke depan secara matang yang 

mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan 

tindakan-tindakan terhadap pencapaian, tujuan tersebut dilakukan satu 

himpunan pengambilan keputusan. 

4. Perencanaan top down adalah perencanaan dimana penguasaan tertinggi 

berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan 

aspirasi dari masyarakat. 

5. Pengembangan adalah strategi pendidikan yang kompleks yang 

diharapkan dapat mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur 

organisasi, dalam menanggapi perubahan dan memungkinkan organisasi 

untuk beradaptasi dengan baik terhadap teknologi, pasar, dan tantangan 

baru. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Menurut Mustaqim (2017) Kategorisasi adalah upaya membuat 

identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas. Adapun kategorisasi dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Adanya pendekatan sasaran perencanaan top down. 

b. Adanya pendekatan sumber daya perencanaan top down. 

c. Adanya perencanaan top down yang sistematis. 

d. Adanya implementasi perencanaan top down. 

3.5 Sumber data 

Menurut Suharsimi (2010), sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan dokumen dan arsip. 

1. Narasumber, dalam penelitian kualitatif narasumber (informan) sangat 

penting, bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber 

(informan) dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas ketenagakerjaan, 
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Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah dan Kepala bidang 

Koperasi. 

2. Key Informan, menurut Moelong (2014), key Informan adalah mereka 

yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada 

peneliti, tetapi juga bisa memberi masukan tentang sumber bukti yang 

mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang 

bersangkutan. Key informan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM 

yang sudah berjalan 10 tahun. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang akan ditempuh untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan 

suatu alat tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Serdang Bedagai dan pelaku usaha kecil dan menengah yang telah 

memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk pengolahan data 

yang telag diperoleh dalam penelitian dan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian digunakan metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sebagai mana yang dikemukakan 

miles dan hubbermena yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

langkah terakgir adakah oenarikan kesimpulan Sugiyono (2013). Analisis data 
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dilakukan sesuai dengan tahapan kerangka konsep penelitian ini agar dapat 

menarik kesimpulan mengenai efektivitas perencanaan top down sebagai berikut: 

(a) Upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan 

pralapangan seperti mempersiapkan alat dan draft wawancara, menghubungi 

narasumber wawancara, dan menentukan tempat, (b) menata secara sistematis 

hasil temuan di lapangan, (c) menyajikan temuan lapangan, (d) mencari makna, 

pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang 

memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagipeneliti terhadap 

kejadian atau kasus yang terjadi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara 

kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi 

secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan 

dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan. 

3.8 Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Februari 2023 sampai April 2023. Lokasi 

penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Serdang Bedagai dan pada usaha kecil dan menengah yang telah memperoleh 

pembinaan dan pengembangan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut 

karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai melakukan tugas 

pembantuan di Bidang UKM yaitu upaya pemberdayaan UMKM melalui 

pembinaan dan pengembangan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan 

menengah di Kabupaten Serdang Bedagai.  

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

3.9.1 Dinas Koperasi dan UMKM 

 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah 

satu dari 20 dinas yang berada di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kantor 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai berada di J Jl. Negara 

KM.57 Sei Rampah, Kode Pos 20995. Dinas ini pada awal pembentukan bernama 

Dinas Penanaman Modal dan Tenagakerja Kabupaten Serdang Bedagai, dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 03 tahun 2005 
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tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten No. 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai, instansi ini 

berubah nama menjadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang Bedagai. Sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Instansi 

ini Berubah nama menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten 

Serdang Bedagai. Selanjutnya, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun berikut struktur 

organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang 

Bedagai: 

3.9.2 Tugas dan Fungsi Dinas dan Bidang 

 Tugas dinas dan bidang adalah melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang ketenagakerjaan, koperasi, dan dana usaha mikro. 

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan daya saing ternaga kerja dan produktifitas, peningkatan 

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan 

kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan 

menengah.  

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan 

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro 

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktifitas, peningkatan 

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan 

peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha 

kecil dan menengah. 

4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas 

Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro. 
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Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai 

 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai 

 Tujuan penyususan rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Serdang Bedagai adalah:  

1. Memberikan arah pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan UM 

Kabupaten Serdang Bedagai  

2. Menyediakan rencana kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan 

prioritas yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan;  

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tiap tahun Dinas 

Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai 

yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;  

4. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan 

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro. 

 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai 

adalah sebagai berikut: 
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Visi 

“Disnakerkop dan UM Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat dan 

Kesejahteraan Buruh serta Perusahaan.” 

Misi 

1. Memperkuat Peranan Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah 

2. Meningkatkan daya saing tenagakerja 

 Berdasarkan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki banyak program kerja yang telah terlaksana 

sebagai berikut: 

1. Saluran bantuan alat produksi kuliner handycraft 

2. Masuknya kabupaten Serdang Bedagai dalam kawasan prioritas 

perluasan kerja 

3. Dalam rangka mewujudkan UMKM berdaya saing, dekranasda sergai 

menfasilitasi kerjasama dengan alfamart 

4. Dalam rangka meningkatkan produktivitas Pelaku Usaha, Dinas 

Koperasi dan UMKM menfasilitasi IPEMI Sergai mengadakan 

pelatihan 

5. Pemberian bantuan stimulus ekonomi terhadap pelaku UMKM 

6. Pemberian bantuan bagi pelaku UMKM pada masa pandemic covid 

7. Pelatihan Digital bagi pelaku UMKM 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dasar penelitian ini adalah misi no. 1 

mengenai pendekatan industri 4.0 dan program kerja pelatihan digital bagi pelaku 

UMKM di Bedagai Kota Serdang. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian 

dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan 

dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab 

permasalahan secara mendalam dengan beberapa tahapan yang dilakukan 

diantaranya: penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan 

dijawab, selanjutnya melakukan wawancara dengan lima orang informan 

penelitian yang terdiri dari pengusaha perdagangan UMKM, yakni Dodol 

Anugrah, Dodol Zidan, Dodol Berkah, Dodol SIlvi, dan Dodol Podo Seneng.  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah 

yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang 

mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari 

narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab 

setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan 

dalam analisis penelitian pada bab ini.  

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara 

dengan berbagai informan pengusaha perdagangan UMKM. Adapun daftar 

pertanyaan yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah 

diteliti. 

4.1.1 Adanya Pendekatan Sasaran Perencanaan Top Down 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku Admin Dodol Zidan 

mengatakan bahwa belum ada pelatihan digital yang dilakukan serta belum ada 

pemberitahuan, sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Ayu Zahara selaku Pemilik 

Dodol Berkah, Ibu Silvia Varina selaku Pemilik Dodol Silvi, Ibu Mis selaku 
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Admin Dodol Podo Seneng, dan Ibu Namira Aryani selaku Pemilik Dodol 

Anugrah. Tetapi, dari sisi Dinas Pemerintahan Pak Musadiz Daulay, S. Sos akan 

ada binaan pada setiap UMKM. Lalu akan diadakannya pelatihan yang 

bermanfaat dan bisa dilakukan oleh para pengusaha, seperti pengajaran terhadap 

penggunaan marketplace. Jika nanti diadakan pelatihan seharusnya penjualan 

dodol akan semakin berkembang. Sebab, banyak antusiasme dari para pengusaha 

UMKM yang ingin terlibat dalam pelatihan.  

Sebab, selama ini mereka hanyak memakai cara konservatif dengan 

menggu di tempat sampai para pembeli datang. Mereka meyakini bahwa para 

pembeli sudah tahu tempat jualannya berada dimana. Selain itu, pemasarannya 

menjadi lebih luas dan tersebar merata. Suatu keberhasilan pelatihan diukur dari 

seberapa banyak masyarakat yang mengenal dodol dari suatu UMKM. Jika 

perencanaan pemerintah tidak sesuai maka yang harus dilakukan oleh pengusaha 

UMKM dengan memperbanyak posting jualan di online (marketplace). 

4.1.2 Adanya Pendekatan Sumber Daya Perencanaan Top Down 

Berdasarkan hasil wawancara perencanaan pengembangan UMKM dengan 

mengoptimalkan program – program pemerintah yang ada seperti program 

bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha, serta program 

pengembangan sumber daya mausia. Dapat juga dengan melakukan ekspor impor 

dari suatu tempat ke tempat lain. Selain itu, pemerintah juga dapat memperhatikan 

aspek infrastruktur dan regulasi yang dapat mendukung pengembangan UMKM 

seperti penyediaan akses penjualan dan teknologi seperti marketplace. Pemerintah 

memperhatikan sumber dayanya dengan cara mendorong UMKM untuk 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah seperti fasilitas 

program yang telah disediakan. Kemudian, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) UMKM melalui pelatihan dan Pendidikan. 

Setelah itu, meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi agar lebih efisien dan efektiv dalam bisnis. Lalu meningkatkan akses 

para UMKM terhadap pasar global melalui kerja sama dengan pihak luar negeri. 
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Pada pelaksanaan perencanaan yang memperhatikan sumber daya 

bertanggungjawab pada semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan harus 

dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja. Pemerintah melakukan 

evaluasi dengan melihat penjualan dodol dan omzet meningkat. Kemudian, label 

Halal dan MUI bisa diperhatikan  

4.1.3 Adanya Perencanaan Top Down yang Sistematis 

Tolak ukur untuk perencanaan pengembangan UMKM Serdang dengan 

berapa banyak yang mengenal UMKM dodol. Perencanaan pengembangan 

UMKM yang teratur dan sistematis yang sangat penting untuk mencapai 

sasarannya. Perencanaan ini meliputi penciptaan iklim usaha dalam rangka 

membuka kesempatan berusaha seluas – luasnya, serta menjamin kepastian usaha 

disertai adanya efisiensi ekonomi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi 

UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat 

memanfaatkan kesempatan yang terbuka. Terutama sumber daya lokal dan 

pengembangan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif UMKM. 

Rangkaian perencanaannya dapat dengan mengintegrasi pemngembangan 

UMKM agar lebih efektif dan efisien. Fokus terhadap sektor yang memiliki 

potensi untuk berkembang serta para pelaku UMKM dapat ditingkatkan kualitas 

SDMnya agar dapat bersaing di pasar global. Pertanggungjawaban pemerintah 

pun harus dilakukan secara sistematis dan terukur agarm program yang dijalankan 

dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM 

di Indonesia. 

4.1.4 Adanya Implementasi Perencanaan Top Down 

Bentuk implementasi pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan 

membangun suatu tim yang memiliki kepribadian yang unggul (soft skill) dan 

kecerdasan (hard skill) untuk memudahkan implementasi strategi pengembangan 

UMKM. Kemudian menggunakan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang 

ada. Selanjutnya, menyesuaikan strategi pengembangan UMKM dengan kondisi 
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yang ada, yaitu pada saat pandemi Covid-19 dan pembangunan jalan tol. Dinas 

Perekonomian dan Pariwisata yang merupakan SKPD bertanggung jawab atas 

pengembangan UMKM di Indonesia. Namun, perencanaan ini dapat dilakukan 

oleh pihak lain seperti konsultan bisnis atau lembaga keuangan  

Pemerintah yang melakukan evaluasi implementasi perencanaan dan 

pengembangan UMKM dengan beberapa cara, melalui penilaian kerja, 

monitoring, dan evaluasi. Penilaian ini dilakukan untuh mengetahui sejauh mana 

program pengembangan UMKM dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

program pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik dan efektif.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

UMKM 

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan 

kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuan 

pemberdayaan UMKM dengan menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan 

kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Pengembangan 

usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Perwujudan kebijakan 

publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Peningkatan daya saing 

UMKM serta penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara 

terpadu. 

 Berdasarkan teori tersebut belum sepenuhnya terlaksaana maksimal 

dikarenakn adanya masyakarat atau pelaku usaha yang belum memahami atau 

belum mengetahui tentang hal tersebut. Dalam mencapai tujuan dan sasaran 

perlunya tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini juga dibuktikan 

dari penelitian bahwa banyak yang belum diberitahu adanya pelatihan dari 

pemerintah. Meski, pada konsep efektivitas sudah ada perencanaan yang ingin 

dituju dalam pelaksanaan kegiatannya.  
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 Hasil penelitian ini sejalan dengan Hadi et al. (2015), menurut lampiran 

perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, bahwa tujuan pemberdayaan 

UMKM selaras sebab dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

Meningkatkan peran serrta pemberdayaan UMKM dalam pemabangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta 

pengentasan kemiskinan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 

pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan belum sejalan dengan tujuan dan 

sasaran yang diinginkan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum 

mendapatkan pemberitaan tentang pelatihan. Maka pendekatan tujuan dan sasaran 

dapat disimpulkan belum efektif. 

4.2.2 Adanya pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

UMKM 

 Bahwa para pelaksana yakni pemerintah sudah bertanggung jawab dan 

mengoptimalkan pada pengembangan UMKM. Programnya itu pendampingan 

usaha, pengembangan sumber daya, dan pelatihan. Pemerintah pun bertanggung 

jawab lewat mendorong UMKM dalam pemanfaatan fasilitas program yang 

disediakan. Lalu pemerintah melakukan evaluasi untuk melihat pengopimalan 

penjualan dodol dan kenaikkan omzet yang dihasilkan. 

Sehingga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, E. H. (2017), 

pengembangan UMKM di Indonesia dapat merujuk pada tanggung jawab sosial 

atau Corporate Social Responsibillity (CSR) yang dilakukan oleh suatu instansi. 

Tanggung jawab sebagai pemilik dapat meliputi konsumen pembeli produk hasil 

usaha dan juga terhadap rekan kerja. Kemudian, tanggung jawab itu antara 

pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaannya itu terhadap penciptaan iklim usaha 

yang kondunsif, meminta bentuan pemodalan pemerintah, perlindungan usaha 
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sesuai jenis – jenis usaha tertenu, pengembangan kemitraan, pelatihan pemerintah, 

dan membentuk lembaga khusus. 

 Dapat juga mengikuti pembinaan yang tercantum pada undang – undang 

Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang pengkoprasian dalam pasal 60, 

pasal 61 dan pasal 62. Dilakukan dengan menciptakan dan memngembangkan 

kondisi yang mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Sedang Bedagai, 

memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada UMKM. Setelah 

itu, yang lebih penting lagi berpusat pada pengawasan. Menurut Scherborn dalam 

Ernie dan Saefulla (2005), pengawasan ditetapkan pada kinerja yang dicapai. 

Sedangkan Harahap (2001) bahwa pengawasan itu untuk menjamin segala 

aktivitas yang dilakukan. Sehingga, tujuan dari pengawasan ini merujuk kepada 

pencegahan dan meningkatkan suatu operasi UMKM dan tidak terjadi 

pengulangan kesalahan. 

 Hal ini pun selaras dengan pelaksana UMKM untuk bertanggung jawab 

atas bisnis dan memiliki tanggung jawab yang besar dan kebutuhan yang besar 

untuk mengembangkan usahanya. Selain itu pengembangan sektor usaha UMKM 

bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah tetapi dibutuhkan peran 

swasta juga agar para pelaku UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga dapat 

bertumbuh di dalam kondisi ini. Sebab, menurut Mustari, 2014 bahwa 

bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. Kemudian, 

untuk perencanaan kerja sudah sesuai sasaran dan target. Sebab sudah 

diorientasikan ke depan dengan didapati banyak manfaat serta peluang-peluang 

yang banyak.  

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 

pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan dan 

sasaran yang diinginkan karena pemerintah sudah ada perencanaan membuat 
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pelatihan pada UMKM. Maka pendekatan tujuan dan sasaran dapat 

disimpulkan efektif. 

4.2.3 Adanya program yang dilaksanakan dalam melakukan perizinan 

UMKM 

Dari perencanaan Top Down yang sistematis dapat dikatakan perizinan ini 

sudah terjamin dari efisiensi ekonomi dan pengembangan pada pendukung usaha. 

Sebab perencanaan ini sudah terbuka luas untuk menjamin kepastian usaha dan 

dapat dimanfaatkan sebagai peluang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Rozikan, R., 2021), melakukan perizinan dapat menggunakan PIRT untuk 

meningkatkan kualitas produk dan efektif dalam peningkatan penjualan. Caranya 

dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuatan perizinan 

ini. Lalu dapat membangun suatu komitmen dengan anggota lain mengenai 

perencanaan bisnis, produksi, distribusi serta pemasaran. Setelah itu dapat 

melakukan koordinasi dengan orang yang berkepentingan dalam perizinan. 

Menurut Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Untuk Usaha 

Mikro dan Kecil, pemerintah menghapus seluruh biaya perizinan UMKM dan 

semua biaya akan ditanggung APBN atau APBD. Pelaksana UMKM cukup 

mengurus Surat Izin gangguan (HO) serta izin mendirikan bangunan (IMB). 

Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membuat Izin 

Usaha Mikro Kecil (IUMK) secara online melalui Online Single Submission 

(OSS). Kepemilikan IUMK memberikan beragam manfaat bagi pelaku UMKM 

seperti pelaku usaha lebih mudah menjalin kerja sama. Program perizinan UMKM 

dapat dilakukan secara OSS karena dikeloka oleh Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2022), dalam 

sistem OSS memiliki pelayanan perizinan yang berlaku dalam kemeterian, 

lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Perizinan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP). Sebab, sistem ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 91 

Tahun 2017 dan Pertaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan begitu sudah sesuai 

dengan pendekatan yang direalisasikan pada sasaran, sumber daya yang dimiliki, 

dan proses yang dijalankan. Selain itu, adanya sosialisasi antar pemerintah dan 

masyarakat. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 

pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan dan 

sasaran yang diinginkan karena pemerintah akan mengadakan juga sosialisasi 

dengan UMKM. Jadi kalau ada yang kebingungan bisa dikonsultasikan. Maka 

pendekatan tujuan dan sasaran dapat disimpulkan efektif. 

4.2.4 Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera 

dalam mendaftarkan perizinan UMKM 

Dari implementasi top down adanya pengaruh dari implementasi karena 

adanya tindakan nyata. Tindakan itu sudah terencana dari strategi pada 

pengembangan UMKM karena pandemic serta pembangunan jalan tol. Sehingga 

pemerintah melakukan pertanggung jawaban dalam pengembangan UMKM. 

Esekusinya juga dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana program dilakukan. 

UU Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam 

membuka usaha, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 

karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. UU Cipta Kerja juga 

mendorong penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui berbagai 

macam kemudahan. Bagi pelaku UMKM, nama merek dan perizinan memiliki 

pengaruh besar guna meyakinkan para konsumen untuk membeli produk yang 

dipasarkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi perizinan dan branding 

produk untuk UMKM.  

Hal ini dibutikan dari mengurus surat perizinan UMKM serta yang 

bersertifikat seperti, Halal dan MUI sulit. Selain itu, memerlukan waktu yang 

tidak sedikit serta biaya yang cukup banyak. Sehingga dari data yang didapat 
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bahwa UMKM akan dibantu oleh pemerintah akan terbantu dari segala sisi. 

Menurut Harmaizar (2008), dalam buku yang berjudul Menangkap peluang Usaha 

usaha merupakan suatu perusahaan dari bentuk bisnis yang terus menerus 

dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan baan hukum 

dalam bentuk badan hukum yang diciptakan.  

Berdasarkan teori – teori yang ada di atas bahwa pendaftaran perizinan 

usaha dengan pelaksanaan usaha memiliki pengaruh bagi aspek kehidupan 

masyarakat Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 tahun 2017 yang 

menjadi pedoman para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpada Satu Pintu Kabupatern Serdang Bedagai dalam menjalankan 

tugasnya membantu masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran izin usaha. 

Selain itu, efektif perencanaan juga sudah terjalankan karena targetnya sudah 

ditentukan. Berorientasi juga ke depan dan dapat melihat peluang dan 

mengembangkan strategi.  

Berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 

pendekatan sasaran dan tujuan dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan dan 

sasaran yang diinginkan karena sudah terjalankan target yang ingin ditentukan. 

Selain itu, sudah melihat peluang ke depan. Maka pendekatan tujuan dan sasaran 

dapat disimpulkan efektif. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Perencanaan Top Down dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Pusat Oleh-Oleh Khas Serdang Bedagai Desa Pasar Bengkel sudah 

terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat terlihat dari uraian berikut: 

1. Pendekatan sasaran perencanaan top down tidak efektif karena pelaku 

UMKM masih melakukan penjualan secara tradisional dan belum 

mencoba pemasan secara online, sebab dari sisi pemerintah belum 

melakukan pelatihan. 

2. Pendekatan sumber daya perencanaan top down sudah optimal sebab 

pemerintah sudah banyak membantu dari sisi infrastruktur maupun bekerja 

sama dengan pihak luar negeri sehingga pemasaran dodol lebih luas.  

3. Perencanaan top down yang sistematis sudah efektif karena pemerintah 

sudah mendorong SDM dari pelaku bisnis UMKM agar dapat bersaing 

secara local maupun luar negeri. 

4. Implementasi perencanaan top down sudah efektif sebab pemerintah sudah 

melakukan evaluasi implementasi perencanaan dan pengembangan 

UMKM. 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan 

berdasarkan yang penulis alami selama penelitian penelitian mengenai 

Implementasi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2017 Dalam 

Rangka Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan UMKM Di Desa Bengkel 

Kabupaten Serdang Bedagai dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM adalah agar pemerintah dapat meningkatkan informasi pelayanan dengan 

memberikan pemberitaan pelatihan dapat tersebar merata melalui media massa 

agar para pelaku UMKM dapat mengetahui agar pendekatan sasaran dari 

perencanaan lebih efektif 
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